
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA

SKPD

Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan  : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan  : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Unit Organisasi  : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi  : - 

Program  : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan  : 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
 : 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

SPM  : -

Jenis Layanan  : -

Sumber Pendanaan  : DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan

Lokasi  : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan  : Maret s.d Desember

Kelompok Sasaran  : Provinsi Papua Barat

Alokasi 2024  : Rp. 0,00

Alokasi 2025  : Rp. 54.582.000,00

Alokasi 2026  : Rp. 750.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 54.582.000,00

Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan

Hasil - -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
 : 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan  : DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan

Lokasi  : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan  : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Waktu Pelaksanaan  : Maret s.d Desember

Keterangan  : 



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian
Rinci Perhitungan

Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 54.582.000,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 54.582.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 54.582.000,00

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 10.800.000,00

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 10.800.000,00

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 10.800.000,00

[ # ] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
        Sumber Dana : DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan Rp. 10.800.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta) Rp. 10.800.000,00

Sewa Mobilitas Darat
        Spesifikasi : Di Luar Provinsi Papua Barat 1 x 4 x 3 Unit Hari Kali 900.000,00 0 % Rp. 10.800.000,00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 43.782.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 43.782.000,00

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 43.782.000,00

[ # ] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
        Sumber Dana : DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan Rp. 43.782.000,00

[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta) Rp. 43.782.000,00

Transportrasi Udara Perjalanan Dinas Luar
Provinsi Papua Barat pp (Ekonomi)
        Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari -
Jakarta pp

1 x 3 Orang Kali 6.000.000,00 0 % Rp. 18.000.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah
        Spesifikasi : Uang Taksi dan Transportasi
Darat Provinsi D.K.I J...

1 x 3 Orang Kali 512.000,00 0 % Rp. 1.536.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah
        Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Provinsi
D.K.I Jakarta

1 x 5 x 3 Orang Hari Kali 530.000,00 0 % Rp. 7.950.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah
        Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat
Eselon III/Golongan IV Pro...

1 x 5 x 3 Orang Hari Kali 992.000,00 0 % Rp. 14.880.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah
        Spesifikasi : Uang Taksi dan Transportasi
Darat Provinsi Papua B...

1 x 3 Orang Kali 472.000,00 0 % Rp. 1.416.000,00

Jumlah : Rp. 54.582.000,00

Provinsi Papua Barat,..............................
 Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DEREK AMPNIR, S.Sos, MM
NIP. 196512231986031014

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Data Kosong


